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KATA PENGANTAR

Dr. Indra Pahlevi, S.IP., M.Si.
Kepala Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI

	Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT karena 
atas perkenan-Nya, para Peneliti Bidang Hukum Pusat Penelitan 
Badan Keahlian DPR RI dapat menyelesaikan karya tulis ilmiahnya 
yang tersusun dalam buku bunga rampai ini. Saya menyambut baik 
diterbitkannya buku dengan tema “Peran Pemda, Pemberdayaan 
Masyarakat, dan Penegakan Hukum dalam Penanggulangan 
Pembalakan Liar” yang merupakan hasil pemikiran para peneliti 
dalam bidang hukum, dengan kepakaran hukum pidana dan hukum 
ekonomi.  

	Buku ini terdiri atas empat tulisan, masing-masing berjudul 
“Peran Pemerintah Daerah dalam Upaya Pencegahan Pembalakan 
Liar” ditulis oleh Trias Palupi Kurnianingrum; “Pembalakan Liar dan 
Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan” ditulis oleh Sulasi Rongiyati, 
“Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Penegakan Hukum atas 
Tindak Pidana Pembalakan Liar” ditulis oleh Marfuatul Latifah; dan 
“Penyidikan Tindak Pidana Pembalakan Liar oleh Penyidik Pegawai 
Negeri Sipil” ditulis oleh Puteri Hikmawati. 

Penerbitan buku ini akan menambah koleksi buku yang 
disusun oleh para Peneliti Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. 
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Buku ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam 
pengawasan terhadap implementasi Undang-Undang No. 18 Tahun 
2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, 
khususnya dalam penanggulangan pembalakan liar. Selain itu, hasil 
pemikiran yang tertuang dalam buku ini diharapkan dapat berguna 
bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan keahlian masing-masing 
peneliti. Buku ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat 
bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam 
melaksanakan fungsi, tugas, dan kewenangannya, serta manfaat bagi 
pembaca lainnya.

Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada para 
Peneliti Bidang Hukum Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 
yang telah berupaya menuangkan pemikirannya dalam buku ini dan 
mendorong agar di masa mendatang dapat menghasilkan buku-buku 
yang lebih baik lagi.

			       	           	        
Jakarta,  September 2018

Kata Pengantar
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Prolog

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa “bumi, air, dan kekayaan 
alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan 
dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Hutan 
merupakan kekayaan alam dan memiliki peran yang sangat besar 
dalam kehidupan manusia karena hutan memiliki fungsi ekologi, 
ekonomi, dan sosial. Oleh karenanya hutan harus dikelola dengan baik 
agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi para pemangku 
kepentingan, yaitu dengan memperhatikan aspek-aspek kelestarian 
hutan, seperti aspek ekologi, produksi, serta sosial ekonomi dan 
budaya masyarakat sekitar hutan. 

Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau 
ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya 
sebagai hutan tetap. Oleh karena peran hutan yang sangat penting 
dalam kehidupan manusia maka kawasan hutan perlu ditetapkan 
untuk menjamin kepastian hukum mengenai status kawasan hutan, 
letak batas, dan luas suatu wilayah tertentu yang sudah ditunjuk 
sebagai kawasan hutan menjadi kawasan hutan tetap. Selain itu, untuk 
menjaga dan mengamankan keberadaan dan keutuhan kawasan hutan 
sebagai penggerak perekonomian lokal, regional dan nasional, serta 
sebagai penyangga kehidupan baik lokal, regional, nasional, maupun 
internasional.  

Adanya masyarakat yang tinggal di sekitar hutan yang 
mempunyai akses langsung maupun tidak langsung terhadap kawasan 
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hutan, serta memanfaatkan sumber daya hutan adalah suatu realita 
yang tidak bisa diabaikan. Kondisi ini tentunya akan berdampak positif 
maupun negatif terhadap kelestarian hutan. Kegagalan pengelolaan 
hutan yang terjadi selama ini bukan disebabkan oleh faktor teknis 
semata, namun lebih disebabkan oleh faktor sosial. Oleh karena itu, 
pengelolaan hutan yang baik tidak hanya memperhatikan aspek teknis 
pengelolaan hutan, namun juga harus memperhatikan aspek sosial. 

Untuk menjaga dan mencegah perusakan hutan pemerintah 
telah memberlakukan UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan 
dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Implementasi dari UU tersebut 
secara konsisten membutuhkan penanggulangan pembalakan liar 
secara terpadu melalui peran pemerintah, masyarakat, dan aparat 
penegak hukum.

Para penulis dalam buku ini mencoba mengungkap deforesti 
di Indonesia pada umumnya dan di Banyuwangi (Jawa Timur) serta 
Makassar (Sulawesi Selatan) pada khususnya. Deforesti terjadi, 
salah satunya disebabkan oleh pembalakan liar atau tindak pidana 
perusakan hutan yang dilakukan secara terorganisasi, baik oleh 
orang perseorangan maupun korporasi. Tulisan ini ingin mengugah 
kepada semua pemangku kepentingan akibat dari pembalakan 
liar. Pembalakan liar (illegal logging) merupakan kejahatan yang 
menimbulkan rusaknya kelestarian hutan dan akan mengakibatkan 
bencana alam, seperti tanah longsor dan banjir di musim hujan atau 
kekeringan dan kebakaran hutan di musim kemarau, pemanasan 
global, termasuk kerugian negara karena hilangnya potensi hasil hutan. 
Dimulai dengan mengupas kewenangan pemerintah daerah di bidang 
kehutanan, pelindungan terhadap hak-hak masyarakat sekitar hutan 
selaku pihak yang memiliki kedekatan akses dengan hutan, para penulis 
menganalisis keterkaitan antara kewenangan pemerintah daerah di 
bidang kehutanan dan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan untuk 
mengetahui apa yang menjadi faktor terjadinya pembalakan liar dan 
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penanggulangannya secara efektif melalui pelibatan masyarakat dalam 
pembangunan kehutanan. Selanjutnya dari sisi penegakan hukum, 
beberapa permasalahan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam 
penanganan pembalakan liar dan pelaksanaan penyidikan kasus-
kasus pembalakan liar yang belum efektif dianalisis oleh penulis untuk 
mengetahui penyebab dan solusinya.

Tulisan pertama dalam buku ini membahas “Peran 
Pemerintah Daerah dalam Upaya Pencegahan Pembalakan Liar”. 
Penulis menguraikan kewenangan pemerintah daerah di bidang 
kehutanan, penyebab dan dampak terjadinya pembalakan liar serta 
peran pemerintah daerah terhadap upaya pencegahan pembalakan 
liar. Berdasarkan hasil penelitian, penguasaan hutan oleh negara 
pada dasarnya memberikan kewenangan kepada pemerintah 
daerah untuk ikut mengatur dan mengurus segala sesuatunya yang 
berkaitan dengan hutan. Kewenangan pemerintah daerah tersebut di 
antaranya terkait inventarisasi hutan, penatagunaan kawasan hutan, 
dan sebagainya. Pembalakan liar dapat dipengaruhi oleh beberapa 
faktor yakni tingginya permintaan kebutuhan kayu yang berbanding 
terbalik dengan persediaannya, lemahnya penegakan dan pengawasan 
hukum bagi pelaku tindak pidana pembalakan liar, dan tumpang 
tindih kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. 
Sebagai perpanjangan tangan dari pusat, pemerintah daerah pada 
dasarnya memiliki peran untuk melakukan pencegahan pembalakan 
liar. Tetapi peran yang dimiliki oleh pemerintah daerah tersebut 
masih merupakan kewenangan yang terbatas, karena pemerintah 
daerah hanya menjalankan sebagian kewenangan yang diberikan dari 
pemerintah pusat. Untuk mencegah pembalakan liar, maka pemerintah 
daerah harus ikut membantu rekstrukrisasi pengawasan yang efisien 
dan efektif sesuai kewenangan, aktif memberikan penyuluhan secara 
sistematis, dan terstruktur serta bekerja sama dengan instansi terkait 
tentang manfaat dan arti penting hutan bagi kehidupan. 

Prolog
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Tulisan selanjutnya menganalisis masalah ”Pembalakan 
Liar dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan”. Pada tulisan 
ini dikemukakan bahwa pemberlakuan UU No. 18 Tahun 2013 
dianggap oleh sebagian masyarakat berpotensi mengancam 
masyarakat adat dan masyarakat lainnya yang tinggal di sekitar hutan, 
khususnya masyarakat sekitar hutan yang mengakses hutan untuk 
penghidupannya sehari-hari. Pada tataran praktik, penanggulangan 
pembalakan liar menjadi problem yang dilematis. Pada satu sisi muncul 
kasus-kasus tindakan hukum oleh aparat penegak hukum terhadap 
masyarakat sekitar hutan yang mengambil hasil hutan di sekitar 
tempat tinggalnya untuk sekadar memenuhi kebutuhan sehari-hari. 
Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa tidak jarang masyarakat sekitar 
hutan “dimanfaatkan” oleh oknum-oknum tertentu untuk memungut 
hasil hutan tanpa izin dengan tujuan komersial. Berpijak pada kasus-
kasus tersebut dan upaya penegakan hukumnya, maka sosialisasi 
kebijakan pencegahan dan penanggulangan kerusakan hutan kepada 
masyarakat, perlu mendapat prioritas. Dalam implementasinya, 
beberapa upaya telah dilakukan oleh pemerintah dan pemangku 
kepentingan yang terkait dengan hutan dan masyarakat yang tinggal 
di sekitar hutan, untuk melakukan pemberdayaan masyarakat, antara 
lain melalui program Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH), Pola 
Kemitraan, antara masyarakat atau koperasi dan industri pengolahan 
kayu hulu, dan program Perhutanan Sosial. 

Tulisan berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi 
dalam Penegakan Hukum atas Tindak Pidana Pembalakan Liar” 
menganalisis mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam 
pembalakan liar khususnya terkait dengan posisi korporasi sebagai 
subjek hukum dalam tindak pidana pembalakan liar di Indonesia 
dan pelaksanaan pertanggungjawaban pidana bagi korporasi pelaku 
pembalakan liar. Tindak pidana pembalakan liar saat ini sudah 
mengalami perluasan, dari tindak pidana perorangan menjadi tindak 
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pidana yang dilakukan oleh korporasi. Berbeda dengan hukum 
perdata yang hanya mengakui korporasi berstatus badan hukum. 
Korporasi dalam ranah hukum pidana juga memperluas pihak yang 
dapat dimintai pertanggungjawaban pidana tidak sebatas pada badan 
hukum tetapi sampai dengan kumpulan orang yang tidak berbadan 
hukum.  Dalam praktik, korporasi yang diduga melakukan pembalakan 
liar, sulit untuk diajukan sebagai tersangka dan diadili melalui proses 
persidangan karena tidak adanya ketentuan yang tegas mengenai 
perumusan tindak pidana pembalakan liar oleh korporasi. Dalam 
praktik, pelaksanaan pertanggungjawaban pidana atas pembalakan 
liar yang dilakukan oleh korporasi, masih sangat minim. 

	Tulisan terakhir menyoroti “Penyidikan Tindak Pidana 
Pembalakan Liar oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil”. Penulis 
mengungkapkan bahwa upaya pemberantasan perusakan hutan 
melalui UU No. 18 Tahun 2013 telah dilaksanakan, namun penegakan 
hukum terhadap pembalakan liar belum berjalan secara efektif. Salah 
satu faktor yang mempengaruhi adalah penegak hukum. Pada tulisan 
ini dikaji tentang pelaksanaan penyidikan tindak pidana pembalakan 
liar oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan dengan 
berkoordinasi dengan Penyidik Polri. Sedangkan dalam hal penegakan 
hukum di lapangan dilakukan oleh Polisi Hutan, bekerja sama 
dengan penyidik Polri. Keterbatasan personil, luasnya wilayah, serta 
sulitnya pembuktian, menjadi kendala dalam pelaksanaan penyidikan 
pembalakan liar. Berkaitan dengan amanat UU No. 18 Tahun 2013 
untuk membentuk lembaga pencegahan dan pemberantasan 
perusakan hutan, menurut penulis masih menimbulkan pro kontra di 
antara penegak hukum. 

	 Pada akhirnya, buku ini diharapkan dapat memberikan 
sumbangan pemikiran dan perumusan dan penentuan kebijakan 
terkait permasalahan yang dibahas. Semoga hasil pemikiran yang 

Prolog
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tertuang dalam buku ini dapat memberikan manfaat secara luas bagi 
masyarakat, bangsa, dan negara.

Jakarta,  September 2018

Penyunting,                                                                                                                  
Suhariyono Ar.

Suhariyono Ar.
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EPILOG

Perusakan hutan melalui tindakan pembalakan liar masih 
terus terjadi secara massif. Pembalakan liar merupakan tindak 
kejahatan terhadap hutan yang merugikan negara, tidak hanya secara 
ekonomi, tetapi juga secara sosial, dan lingkungan. Ironisnya, praktik 
pembalakan liar telah memberi andil pada musnahnya hutan alam di 
Indonesia secara signifikan. 

	Pemerintah daerah sebagai otoritas wilayah tempat hutan 
berada memiliki kewenangan tertentu di bidang kehutanan. Sebagai 
kepanjangan tangan Pemerintah Pusat, pemerintah daerah dengan 
kewenangan yang dimilikinya memiliki peran untuk melakukan 
tindakan-tindakan tertentu dalam penanggulangan pembalakan 
liar. Maraknya kasus pembalakan liar disebabkan oleh tingginya 
permintaan terhadap kayu baik di dalam negeri maupun luar negeri 
yang tidak sebanding dengan kemampuan penyediaan industri kayu. 
Pada sisi yang lain, pengawasan dan penegakan hukum bagi pelaku 
tindak pidana pembalakan liar masih belum memadai. Sementara dari 
sisi regulasi masih terdapat tumpang tindih kebijakan pemerintah 
pusat dengan pemerintah daerah khususnya masalah perizinan. 

Sesuai kewenangannya, pemerintah daerah pada dasarnya 
memiliki peran dalam melakukan upaya pencegahan pembalakan liar. 
Upaya tersebut di antaranya: pertama, perizinan; kedua, pembuatan 
peraturan daerah; ketiga, pengawasan; dan keempat, koordinasi 
dengan instansi terkait. 

Berbicara mengenai sosialisasi dan pengawasan dari peme
rintah baik pusat maupun daerah menjadi kurang berarti jika tidak 
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disertai dengan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat 
sekitar hutan dan pelindungan terhadap hak-haknya menjadi salah 
satu substansi baru dalam UU No. 18 Tahun 2013 sebagai pengaturan 
hukum yang cukup progresif. Masyarakat sekitar hutan diberi hak 
untuk memungut hasil hutan sepanjang untuk memenuhi kebutuhan 
hidupnya dan tidak digunakan untuk kepentingan komersial. 
Namun, dalam praktik terdapat beberapa kendala substansial yang 
menyebabkan implementasi ketentuan mengenai pelindungan hak-hak 
masyarakat sekitar hutan berbenturan dengan ketentuan pencegahan. 
Kategorisasi masyarakat sekitar hutan yang diperbolehkan menebang 
kayu untuk kebutuhan hidupnya; pengertian perbuatan “melakukan 
perladangan tradisional dan/atau melakukan penebangan kayu di luar 
kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan sendiri 
dan tidak untuk tujuan komersial”; dan keharusan masyarakat sekitar 
hutan untuk memperoleh izin dari pejabat yang berwenang sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, menjadi kendala 
pemenuhan hak-hak masyarakat sekitar hutan.

Terkait pemberdayaan masyarakat sekitar hutan, pemerintah 
daerah  bekerja sama dengan perusahaan pengelolaan hutan, penegak 
hukum, dan instansi terkait lainnya melakukan pola kemitraan. 
Pola kemitraan yang dilakukan antara pengusaha sektor kehutanan 
dan masyarakat sekitar hutan merupakan wujud kepedulian dari 
pengusaha untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. 
Pola ini juga dapat menjadi jembatan komunikasi antara pengusaha, 
pemerintah, dan aparat penegak hukum dengan masyarakat sekitar 
hutan. Dampak positifnya adalah, terpupuknya kepedulian warga 
sekitar hutan untuk menjaga keberlangsungan hutan di sekitarnya 
dari tindakan perusakan hutan.

Penegakan hukum merupakan bagian penting dari 
penanggulangan pembalakan liar, yang ikut menentukan keberhasilan 
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upaya penanggulangan pembalakan liar. Secara faktual tindak 
pidana pembalakan liar tidak hanya dilakukan secara perorangan 
tetapi juga oleh korporasi. Oleh karenanya UU No. 18 Tahun 2013 
menjerat korporasi sebagai subjek hukum pidana yang dapat dimintai 
pertanggungjawaban pidana.  Definisi korporasi dalam hukum pidana 
merupakan perluasan dari definisi yang diakui dalam ranah hukum 
perdata yang hanya mengakui korporasi berbadan hukum. Korporasi 
dalam ranah hukum pidana memperluas pihak yang dapat dimintai 
pertanggungjawaban pidana sampai dengan kumpulan orang yang 
tidak berbadan hukum, artinya korporasi yang dianggap dapat 
bertanggungjawab secara pidana tidak terbatas pada perseroan 
terbatas, perkumpulan, koperasi, badan usaha milik negara (BUMN), 
dan yayasan. Bentuk korporasi lain yang juga dapat diakui sebagai 
subjek dalam hukum pidana adalah badan usaha milik daerah dengan 
nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perseroan, firma, 
kongsi, atau lembaga (entitas) dari bentuk usaha tetap.

Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam penegakan 
hukum atas pembalakan liar diatur pertama kali melalui UU 
Kehutanan. Ketentuan tersebut kemudian diubah melalui UU No. 18 
Tahun 2013, dengan memperbaiki ketentuan mengenai korporasi 
sebagai subjek pertanggungjawaban pidana pembalakan liar, yang 
semula hanya dituangkan dalam penjelasan Pasal 50 ayat (1) UU 
Kehutanan, ditingkatkan dalam norma pasal, yaitu Pasal 1 angka 14 
UU No. 18 Tahun 2013. 

Jika semula UU Kehutanan hanya mengakui badan hukum dan 
badan usaha berbadan hukum sebagai subjek yang dapat dimintai 
pertanggungjawaban pidana, UU No. 18 Tahun 2013 memperluas 
ketentuan korporasi yang dapat dimintai pertanggungjawaban 
pidana, yaitu meliputi korporasi baik berbadan hukum maupun tidak 
berbadan hukum. Dalam praktik, pelaksanaan pertanggungjawaban 
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pidana atas pembalakan liar yang dilakukan oleh korporasi, masih 
sangat minim. Pada tahun 2016 dari 65 perkara yang diproses oleh 
PPNS Kehutanan tidak ada satu perkara pun yang mencantumkan 
korporasi sebagai pihak yang dimintai pertanggungjawaban. Hal ini 
antara lain, karena minimnya pemahaman aparat penegak hukum 
terhadap korporasi dan  terdapat kekosongan hukum atas hukum 
acara pidana yang digunakan untuk memproses korporasi sebagai 
tersangka atas pembalakan liar. Melalui Peraturan Mahkamah Agung 
(Perma) No. 13 Tahun 2016, Mahkamah Agung mengatur tata cara 
penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. 
Sayangnya Perma tersebut dianggap kurang memadai dari sisi status 
hukumnya karena Perma hanya mengikat aparat yang berada dalam 
institusi Mahkamah Agung. Oleh karenanya diperlukan pemahaman 
yang komprehensif oleh penegak hukum mengenai korporasi dan 
dasar hukum yang kuat serta berkepastian hukum. 

Permasalahan lain yang muncul dalam penegakan hukum 
tindak pidana pembalakan liar adalah masalah penyidikan. Penyidikan 
pembalakan liar tidak hanya dilakukan oleh Kepolisian, tetapi juga 
PPNS Kehutanan dan Polisi Kehutanan, serta harus dilakukan secara 
terpadu dengan aparat penegak hukum lainnya, meliputi jaksa dan 
hakim.

Komitmen, profesionalitas, dan integritas tinggi dari para 
penegak hukum dalam menuntaskan kasus-kasus pembalakan liar 
sangat berpengaruh terhadap keberhasilan penegakan hukum. 
Kesamaan visi, kerja sama, dan koordinasi yang baik antar-penegak 
hukum akan mampu meningkatkan kinerja aparat penegak hukum 
dalam menanggulangi dan memberantas tindak pidana pembalakan 
liar. Jika pembentukan lembaga khusus dalam pencegahan dan 
pemberantasan pembalakan liar membutuhkan anggaran yang 
besar dan sumber daya manusia yang memadai, sehingga belum 
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dapat diwujudkan dalam waktu relatif singkat, maka penting untuk 
mengoptimalkan peran aparat penegak hukum dan instansi terkait, 
termasuk pemerintah daerah. 
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